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Penyitaan adalah suatu persoalan yang sangat mendasar dalam penegakan 
Huk:um Acara Pidana tcrutama dalam melindungi masyarakat tcrhadap hak-hak atas 
suatu barang. Suatu pelaksanaan pcnyitaan yang dilakukan olch penyidik haruslah 
mempunyai landasan yang kuat scperti surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negcri 
setempat dan juga pelaksanaan penyitaan tersebut haruslah bcrdasarkan kctentuan­
ketentuan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan keadaan di atas maka masalah penyitaan ini tidaklah sangat sulit 
dilakukan karena undang-undang memberikan landasan yang kuat bagaimana 
scbenamya melaksanakan penyitaan schingga hak-hak masyarakat tidak terganggu 
olcb karena tindakan sewenang-wenang sebagian penyidik dalam melaksanakan 
penyitaan tersebuL 

Dalam pembahasan sl..npsi ini penul is merumuskan masalah sebagai berikut, 
sejauhmanakah pelaksanaan pcnyitaan mcnurut ketcntuan undang-undang yang 
dilaksanakan oleb penyidik dalam praktek. sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua 
pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan. 
Dan bagaimanakah kedudukan bcnda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang 
dilakukan bertentangan dengan kctentuan perundang-undangan yang ada. 

Dalam menguraikan pembahasan di atas penulis mengadakan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kantor Polsek Sunggal. 

Dan dari basil penelitian tersebut di atas didapati suatu keadaan bahwa : 
Prosedur menempati urutan pertama di dalam pelaksanaan tugas seorang penyidik 
Polri sewaktu melakukan tugasnya mengadakan penyitaan, baik hal itu dilakukan 
tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri maupun dcngan adanya surat 
izin tersebuL Jika temyata pelaksanaan penyitaan yang dilakukan tcrsebut tanpa 
didampingi surat izin Ketua Pengadilan Negeri maka setelah pelaksanaan penyitaan 
dilakukan oleh penyidik Polri, dilakukan permintaan persetujuan kepada Kctua 
Pengadilan Negeri setempat dan dalam praktek:nya di Ditserse Poldasu Medan 

ditemukan keadaan bahwa perrnintaan persetujuan setelah dilakukannya pcnyitaan 
oleh pcnyidik tidak pemah ditolak olch Ketua Pengadilan Negeri. 
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